5.1 Kesimpulan

97/PUU-XIV/2016 pengha

mengakses loyanan publik. Pasalnyn, kolom agama dalam kartw kelunrga
dan kartu tanda penduduk dikosongkan serta penghayat kepercayaan dalam
pembuatan e-KTP sering dipaksa untuk mengikuti yang ada pada pilihan

pengisian kolom agama terdapat 6 agama yang di akui. Malahan ada



beberapa hal mengenai penghayat kepercaysan masih tetap di terpinggirkan.
Hal ini mendorong diskriminasi untuk pelayanan lainnya. Karena kosong
seringkali penghayat dianggap tidak beragama, ateis dan dipersulit
mengkases layanan lainnya,

- Implementasi pemenuhan dministrasi  kelompok penghayat

CTHCTOY

tkanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nontor 118 tahun
Bdaran  471.14/10666/Dukeapil tentang  Penerbitae
telah mendapatkan KK dan KTP dengan kel

52

Berdasarkan  kestmpulan  peneliti sebagai bshan penclitian terhadap
pemenuban hok administrasi penghayat kepercayaan di Daerah Istimewa
Yogyakarta. Adapun saran-saran yang peneliti ajukan sebagai berikut :

|. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Istimewa Yogyakarta
harus dapat mensosialisasi tentang putusan Mahkamah Konstitusi Nomar
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9TPUU-XIV/2016 tentang pengisian kolom agama dan pengurusan
administrasi lainnya kepada seluruh organisasi penghayat kepercayaan. Hal
ini guna memastikan kelompok penghayat kepercayasn paham dan
mempermudah dalam perubahan data staupun perbaikan dengan mudah
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